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ABSTRAK
Ilzam merupakan ketidak bolehan membatalkan akad secara sepihak. Iltizam ialah suatu transaksi yang munculnya atau berakhirnya suatu hak katas kehendak pribadi ataupun kehendak orang lain. Force majeure ditunjukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhi syarat objektif dan syarat subjetifnya. Pengaturan force majeure terdapat dalam KHUPerdata dan mencakup seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angina topan, (atau bencana alam lainnya), listrik, kerusakan katalisator, sanksi terhadap suatu pemerintahan. Subyek hukum dalam ushul fiqh adalah mahkum alaih dan mukalaf yang merupakan orang yang dianggap mampu bertindak hukum, yang berakal dan mengerti apa yang dijadikan beban baginya. Kegiatann jual beli memang sudah menjadi suatu kegiatan yang setiap hari terjadi, dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual dengan syarat-syarat perjanjian, pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Wanprestasi adalah ketika seseorang tidak melakukan prestasi yang seahrusnya dilakukan atau dua unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu akad atau perjanjian.
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PENDAHULUAN
Suatu transaksi pasti di dalamnya ada perjanjian, yaitu kesepakatan untuk meng​​​ikatkan diri dengan pihak lainya. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hu​kum yang apabila tidak dipenuhi secara su​ka​rela dapat dipaksakan, bahkan me​lalui hakim. Karena merupakan suatu hu​bungan, maka suatu akad (perjanjian) da​pat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya me​nge​nai prestasi. Misalnya jual beli, sewa
 menyewa, dan lain-lain. Pihak-pihak ter​​​se​but adalah subjek hukum, menurut ka​mus subjek hukum ialah manusia dan ba​dan hukum. Dalam hukum Islam sub​jek hukum disebut sebagai mahkum ‘alaih, mah​​​kum ‘alaih adalah subjek hukum ya​itu mukallaf yang melakukan perbuatan-perbuatan taklif. Jika mahkum fiih berbi​cara mengenai perbuatan mukallaf maka mahkum alaih berbicara mengenai orang​nya, karena dialah orang yang perbuat​an​nya dihukumi untuk diterima atau di tolak. 

Pihak-pihak dalam mengadakan sua​tu perjanjian pasti sudah ada kesepakatan bersama terkait perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak bisa dibatalkan begitu saja secara sepihak tanpa adanya kese​pa​katan bersama. Jika ada pihak yang mera​sa dirugikan dalam suatu perjanjian maka ada KUHP sebagai perlindungan pi​hak yang dirugikan. Jadi, dalam me​lakukan sua​tu perjanjian sudah dilin​dungi oleh hu​kum yang terdapat dalam KUHP. Da​lam hal ini, jika ada pihak yang melang​gar perjanjian maka melanggar hukum yang telah ada.

Kelalaian dalam menempati janji atau wanprestasi harus dihindari, karena bisa merugikan pihak lain. Maka sekiranya da​lam melakukan suatu perjanjian kita ha​rus bisa mengukur kemampuan kita da​lam melaksanakan perjanjian tersebut yang telah disepakati. jangan sampai kita menyepakati suatu perjanjian yang diluar kemampuan kita sendiri, sehingga kede​pannya bisa ada pihak yang merasa diru​gikan karena kelalaian kita. Maka dari itu, makalah ini selanjutnya akan membahas mengenai perjanjian dalam fiqh mua​malah.

PEMBAHASAN
Ilzam dan Iltizam

Ilzam ialah pengaruh yang umum ba​gi setiap akad. Ada juga yang menya​takan bahwa ilzam ialah ketidakmung​kinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Hak untuk men​da​patkan sesuatu, menikmati apa yang sudah dianugerahkan Allah SWT.
Iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya atau​​​pun berakhirnya suatu hak, baik transasksi tersebut terbentuk atas kehen​dak pribadi (diri sendiri) atau terkait de​ngan kehendak orang lain. ltizam identik dengan makna akad secara umum, dan berbeda makna akad dalam artian khu​sus. Kata iltizam lebih umum penggu​naan dan artinya dari pada lafaz akad.
Makna iltizam meliputi semua tran​saksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya atau terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah tran​saksi akan dikatakan sebagai akad, jika memang ia terbentuk atas dua kehendak atau lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya. waqf, ju’alah, ibra’ (pembebasan hutanng) wasiat bukanlah merupakan bentuk akad, tapi merupakan iltizam karena dibangun atas satu kehendak (one side).

Subyek Hukum
Dalam kitab-kitab Fiqh ataupun ushul Fiqh istilah subyek hukum menggunakan istilah mahkum alaih dan mukalaf.  مُكَلَف adalah isim maf’ul dari fi’il madhi كَلَفَ dan fi’il mudore يُكَلِفُ yang artinya orang yang terbebani, mukalaf menurut istilah orang-orang muslim yang sudah dewasa dan berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan beban baginya.
 
Menurut Prof. Dr. H Rachmat Syafi’i dalam bukunya mengatakan Mahkum Alaih adalah orang yang telah dianggap mam​pu bertindak hukum dan layaknya mendapatkan beban hukum (taklif), baik yang berhubungan dengan perintah Allah atau larangan Allah. 

Dalam pasal 2 ayat 1 KHES seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (de​lapan belas) tahun atau pernah menikah. 

Dari  definisi mukalaf di atas, maka dapat disimpulkan  bahwah mukalaf ada​lah orang yang berakal dan dewasa yang dianggap mampu oleh hukum untuk ber​tindak sebagai pelaku hukum dan me​ngerti tentang kewajiban dan larangan yang dibebankan padanya. 

Dasar subyek hukum 

Dasar penetapan subyek hukum da​lam hukum Islam adalah diambil dari su​rat Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لاَيُكَلِفُ اللَّهُ نفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا........الاية
Artinya: “Allah tidak membebani sese​orang kecuali dengan kesanggupannya…” 
Tentang sanksi hukum tidak akan dibebankan pada mukalaf sebelum di​utusnya utusan terlebih dahulu hal ini diterangkan dalam surat Al Isra’ Ayat 15:
وَمَاكُنَّا مُعَذِبِيْنَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُوْلاً
Artinya: Dan kami tidak akan menyiksa sehingga mengutus rasul lebih dulu……,,
Force Majeure

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksa​naan serta kepatuhan terhadap pemba​tasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.
 
Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat ter​jadi akibat wanprestasi baik itu dila​kukan oleh kreditur maupun debitur, ada​nya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memak​saan atau dikenal dengan force majeure atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan overmacht. Konsekuensi yang mun​cul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat diba​talkan dan yang batal demi hukum.

Tema ‘batal’ tercantum bentuk deri​vasinya, yaitu membatalkan dan pemba​talan, tidak tercantum bentuk derivasi ‘kebatalan’. Dua hal ini berbeda dengan terma absah, yang bentuk derivasinya mengabsahkan, pengabsahan, dan keab​sah​an. Tampaknya, bentuk derivasi ‘ke​batalan’ dianggap tidak lazim dalam Ba​ha​sa Indonesia, berbeda dengan ‘keab​sahan’ yang mungkin lebih banyak digu​nakan dalam bahasa lisan maupun tulis. Namun demikian, karena dalam Hukum Perjanjian selalu ditemukan persoalan tentang perjanjian yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum, agar isi restatement ini mencakup kedua hal itu, istilah yang dipakai adalah ‘kebatalan’ sebagai kata benda yang berarti ‘sifat yang batal’ Berkaitan dengan ketidak ter​capaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh force majeure atau keadaan memaksa dan lazimnya ditu​jukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. Force majeure merupakan salah satu konsep da​lam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusuma​atmadja menyatakan bahwa force majeure atau vis major dapat diterima sebagai su​atu alasan untuk tidak memenuhi pelak​sa​naan kewajiban karena hilang​nya/le​nyap​nya objek atau tujuan yang men​jadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan ha​nya kesu​litan dalam melaksanakan kewa​jiban. Mieke Komar Kantaatmadja mem​berikan pandangan senada yaitu:
 (1) Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian. (2) Perubahan ter​sebut perihal suatu keadaan yang fun​damental bagi perjanjian terse​but. (3) Perubahan tersebut tidak dapat diperki​rakan sebelumnya oleh para pi​hak. (4) Akibat perubahan tersebut harus​lah radi​kal, sehingga mengubah luas ling​kup ke​wajiban yang harus dilakukan me​nu​rut perjanjian itu. (5) Penggunaan asas terse​but tidak dapat diterapkan pada per​jan​ji​an perbatasan dan juga terjadinya per​ubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang meng​ajukan tuntutan.

Force majeure pengaturannya di Indo​nesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekan​kan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan force majeure.
Majhur
Mahjur berasal dari al-hajr,  hujranan atau hajara. Secara bahasa mahjur adalah al-man’u yaitu terlarang, terdinding, ter​cegah atau terhalang.
  Hajr adalah se​buah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual-beli atau yang lain pada sseorang yang bermasalah. Me​nu​rut Muhammad as-Syarbini al-Khatib bahwa mahjur ialah al-man’u minat tas​harru faatil maaliyyati (cegahan untuk pengelolaan harta).

Menurut Idris Ahmad dalam buku​nya fiqh al-Syafi’iyah bahwa mahjur adalah orang yang terlarang mengen​dalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan.

Dari ta’rif di atas dapat diketahui bah​wa yang dimaksud dengan mahjur ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.

Tujuan mahjur adalah: (1) Mahjur di​la​​kukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap orang yang utang nya lebih banyak daripada harta​nya, orang ini dilarang mengelola harta gu​na menjaga hak-hak yang berpi​utang, orang yang sakit parah, dilarang ber​be​lanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. (2) Mah​jur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri, seperti: Anak kecil dilarang membelanjakan har​tanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan har​ta, orang gila dilarang mengelola har​ta​nya sebelum dia sembuh, hal ini dila​ku​kan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.
Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seba​gai​mana yang ditentukan dalam perjan​jian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru  dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Soma​si itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoal​​an itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak
.10
Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang ada​​lah lalai, apabila ia dengan surat pe​rin​tah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi per​ikat​an sendiri, ialah jika ini menetapkan bah​wa si berutang harus dianggap lalai de​ngan lewatnya waktu yang ditentu​kan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dika​takan bahwa debitur dinyatakan wan​prestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Bentuk-bentuk somasi seperti surat perintah, akta sejenis, dan tersimpul dalam perikatan itu sendiri. 

Sebab Terjadinya Wanprestasi
Wanprestasi terjadi disebabkan oleh hal-hal yang disengaja atau kelalaian de​bitur itu sendiri bisa juga karena . Adanya keadaan memaksa (overmacht). Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sen​diri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wan​prestasi, maka faktornya adalah: (a) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali, (b) Faktor keadaan yang bersifat general, (c) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa, (d) Menyepelekan perjanjian.

Overmacht terjadi karena unsur keti​daksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur oleh karena suatu kea​daan yang berada d luar kekuasaaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, ke​ru​gian dan bunga, yaitu: (1) Adanya sua​tu hal yang tak terduga (2) Terjadinya secara kebetulan, dan atau (3) Keadaan memaksa.(4) Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan.
SIMPULAN 
Dalam suatu akad dapat terjadi pem​batalan akad, hal itu karena para subyek hukum (mahkum alaih dan mukallaf) me​miliki hak untuk tidak melaksanakan ke​sepakatan sebagaimana yang telah di​ten​tukan dalam perjanjian yang disepa​kati tersebut. Hak tersebut ialah ilzam, yaitu ketidak mungkinan bagi yang me​lakukan akad untuk mencabt akadnya secara sepi​hak tanpa persetujuan pihak lain. Iltizam adalah transaksi yang dapat menim​bul​kan pindahnya, munculnya, atau​pun ber​akhirnya suatu hak, baik tran​saksi ter​sebut terbentuk atas kehendak pribadi atau terkait dengan kehendak orang lain.

Forcemajeure adalah suatu keadaan yang memaksa (darurat) agar subyek hu​kum tidak dapat melaksanakan maksud dan tujuannya. Dan Mahjur adalah orang yang terlarang mengendalikan harta ben​danya yang disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang menge​luarkan pengawasan.*
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